SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa dengan ditetapkannya Rumah sakit Umum Daerah
(RSUD) Kota Makassar sebagai Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)] dengan status penuh, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada
masyarakat sebagal imbalan atas layanan jasa yang diberikan;

bahwa salah satu komponen pendapatan Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum daerah Kota Makassar
adalah jasa pelayanan kesehatan yang digunakan untuk
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan b di atas , perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kota makassar.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indinesia Nomor 1822);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4431};
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tenfang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabhupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan
Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar
dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/
2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun
2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013
Nomor 7);

Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2015 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2015).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TARIF

LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah daerah Kota Makassar;

Walikota adalah Walikota Makassar;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas;

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat RSUD
Kota Makassar adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota
Makassar;

Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab
terhadap kinerja operasional RSUD Kota Makassar yang terdiri dari unsur
Pemimpin, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan;

Direktur adalah Direktur RSUD Kota Makassar;

Pasien adalah seseorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan;

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan keschatan yang
diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan
(terapi), perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang
meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap;

Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD
termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk
menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;

Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk
diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa
dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum dan poliklinik spesialistik;
Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya
untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat;

Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis,
pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk
menempati tempat tidur di ruang perawatan;

Tindakan Medik dan terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan
alat dan tindakan diagnosis dan/atau pembedahan lainnya yang dikategorikan
sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud menetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman melakukan
pungutan Jasa Layanan Keschatan Pada BLUD RSUD Kota Makassar.



Pasal 3

Tujuan dikenakannya tarif untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per
unit layanan.

BAB III
NAMA, OBYEK TARIF DAN SUBYEK TARIF

Pasal 4

Setiap pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kota Makassar dipungut tarif
dengan nama Tarif Layanan Kesehatan.

Pasal 5

Objek tarif layanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang ada
pada BLUD RSUD Kota Makassar.

Pasal 6

Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan layanan
kesehatan dari BLUD RSUD Kota Makassar.

BAB IV
JENIS LAYANAN KESEHATAN DAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Jenis layanan kesehatan dan besaran tarif layanan kesehatan pada BLUD RSUD
Kota Makassar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Juni. 2016

WALIKOTA MAKASSAR
TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan pada tanggal
pada tanggal 3 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
TTD

IBRAHIM SALEH
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 18
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MEDICAL CHEKUP PARIPURNA

1. MAP REKAM MEDIS Rp 20.000
2. POLIKLINIK PENYAKIT DALAM Rp 50.000
3. POLIKLINIK THT Rp 50.000
4. POLIKLINIK MATA Rp 50.000
5. POLIKLINIK KULIT KELAMIN Rp 50.000
6. POLIKLINIK NEUROLOGI Rp 50.000
7. POLIKLINIK JIWA Rp 50.000
8. POLIKLINIK GIGI & MULUT Rp 40.000
9 . EKG (ELEKTROKARDIOGRAFI) Rp 200.000
10 . LABORATORIUM
DARAH LENGKAP Rp 81.000
CHOLESTEROL TOTAL Rp 47.000
HDL Rp 58.000
LDL Rp 58.000
TRIGLISERIDE Rp 50.000
SGOT Rp 45.000
SGPT Rp 45.000
UREUM Rp 50.000
CREATININ Rp 50,000
NARKOBA(3 JENIS PEMERIKSAAN) Rp 150.000
GLUKOSA DARAH PUASA Rp 32.000
HBA 1 C Rp 148.000
URINE LENGKAP + SEDIMEN Rp 100.000
ASAM URAT Rp 50.000
11 . RADIOLOGI Rp 155.000
12. MMPI (MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY) Rp 150.000
13. POLIKLINIK JANTUNG Rp 30.000
14. USG (ULTRASONOGRAFI) ABDOMEN Rp 120.000
15. AUDIOMETRI Rp 50.000
16. TREADMILL Rp 250.000
JUMLAH TOTAL : Rp _ 2.279.000

WALIKOTA MAKASSAR,

Q) 2 RAMDH&N POMANTO



